
BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TlMUR 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 7TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGl 

NOMOR 89 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELlJEN DAERAH (KOMINDA) 

KABUPATEN BANYUWANGl 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANG1, 

a. bahwa penyelenggaraan Komunitas Inteiijen Daerah telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 
Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Komunitas Inteiijen 
Daerah (Kominda) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana 
tclah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 
56 Tahun 2015; 

b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian dan kelancaran 
pelaksanaan tugas Kominda di Kabupaten Banyuwangi, 
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap personalia 
Kominda yang telah ditetapkan; 

c. bahwa berdasarkan hal terse but pada huruf a dan b, perlu 
menetapkan kembali Peraturan Bupati ten tang Perubahan 
kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomar 89 Tabun 
2011 tentang Penyelenggaraan Komunitas Inte1ijen Daerah 
(Kominda) Kabupaten Banyuwangi. 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2002 tcntang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4168); 
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2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 4169); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4401); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4439); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomar 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomar 58, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 16 
Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kahupaten Banyuwangi Nomor 8 Tabun 
2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Banyuwangi; 

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2011 ten tang 
Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di 
Kabupaten 8anyuwangi sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomo 56 Tabun 2015. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANYUWANGl NOMOR 89 TAHUN 2011 
TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN 
DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN BANYUWANGI. 
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Pasal I 

Ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) 
Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2015, pada Pasal6 huruf d 
angka 1 (Koordinator) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal6 

Pembentukan Kominda sebagaimana dimaksud dalam Pa sa! 4 
ayat (1) mempunyai susunan dan personalia sebagai berikut: 

a . Ketua : Bupati Banyuwangi 

b. Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Resort 
Banyuwangi 

c. Sekretaris 

d. Anggota 

KepaIa Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Banyuwangi 

1. Unsur Intelijen dari Badan Intelijen 
Negara (BIN) yang bertugas di 
Kabupaten Banyuwangi; 

2. Unsur Intelijen dari Tentara Nasional 
Indonesia (Intelijen Kodam dan Korem 
yang bertugas di Banyuwangi, Kodim 
0825 Banyuwangi dan Pangkalan TN! 
Angkatan Laut Banyuwangi); 

3. Unsur Intelijen dari Kepolisian Resort 
Banyuwangi; 

4. Unsur lntelijen dari Kejaksaan Negeri 
Banyuwangi; 

5. Unsur dari Kantor lmigrasi di 
Banyuwangi; 

6. Un sur dari Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Sea Cukai di Kabupaten 
Banyuwangi; 

7. Unsur dari Instansi Perpajakan dan 
Perbankan; 

8 . Unsur terkait lainnya. 
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Pasal lI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20 17. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

Diundangkan di Banyuwangi 
Pada Tanggal ;).7 ,)&<1Miau .,..m t 

ARIS DAERAH 
NYUWANGl, 

M.Si. 

Ditetapkan di Banyuwangi 
Pad a ?-7 -.J t>YUtI """"' .::w '7 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR '7 
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